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%‘fﬁjﬁ BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
O - (BAN-S/M)

oertifiRat ARreditasi

SEKOLAH MENENGAH ATAS /| MADRASAH ALIYAH

Badan Akredilasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-5/M) menelapkan bahwa :
Sekolah/Madrasah  © MANAMARABAHAN s

NPSH -7 5 e e S
Alamat . . JL BRIGIEN H. HASAN BASRI SEI GAMPAASARI

Kabupaten/Kota ... BRIRKURR ..o
Provinsi ... Kalimantan Selatan

telah diakreditasi dengan nilai .......83......... peringkat ... B.(Baik]... ..
berdasarkan SK Penetapan Hasil Akreditasi BAP-SMM Nomor . 843/KEP/BAP-SM/X/KU/TUP3/2016 |«

Ditetapkan di . Banj@rmasin.__
Pada langgal 18 Oktober 2016
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NILAI AKREDITAS!
..MAN 4 MARABAHAN

MNo Komponen Milai

1 Standartsi . - -

2 Standar Proses . EE‘

3 Siandar Kompetensi Lulusan ?3

4 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 ... 33 ........

5 tandar Sarana danPrasarana | ?E ........

6 Stlandar Pengelolaan 1 L 88 ..

7 Standar Pemblayasasn . gg ________

A Standar Penilaian Pendidikan 61 :
Nilai Ak B3 .

KLASIFIKAS!I PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi Peringkat
86 = Nilai = 100 A Amat Balk )
71 = Nilai = 85 B { Baik )
56 = Nilai = 70 C [ Cukup )

Ditetapkan di ... Banjarmasin

PFada tanggal 1305{10.}&?2“15
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KEPUTUSAN MENMTERT AGAMA REPUBLIK INDOMESIA

NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERT AGAMA REPUBLIK INDONESIA

bahwa dalam rangka menunjang pembangunan hasional  di
bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan
tdan penegerian Madrasah wuntuk dapat dijadikan sebagai
mode], motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitar-
nya.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Momor 2 Tahun 1323
tentang Sistem Pendidikan Masional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Homor 28 Tahun
1990 tentang Pendidikan Dasar;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 29 Tahun
1930 tentang Pendidikan Henengah;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Momor 44 Tahun
1974 tentana Pokok-Pokok Organisasi Departemen:

i |

. Keputusan Presiden Republik Indonesia Momor 15 Tabun
1984 tentang Susunan Qrganisasi  Departemen dengan
segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Fresiden
Repuhlik Indonesia Momor 76 Tahun 1996;

6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kehu-
dayaan dan Menteri Dalam Negeri Momor & Tahun 13975,
Momar 03/U/1875 dan Momor 36 Tahun 1975 tentang
Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah:

7. Keputusan Menteri Agama Momor 18 Tahun 1975 tentang
Susunan Organisasi dan Talta Kerja Departemen Agama
yvang telah diybah dan disempurnakan terakhir dengan
Keputusan Mentari Agama Momor 75 Tahun 1984;

B. Keputusan Menteri Adama Momor 45 Tahun 13981 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen
Agama Propinsi, HKantor Departemen Agama Kabupaten/-
Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai
Teknis Keagamaan Departemen Agama:
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9. Keputusan Menteri Agama Momoe 15 Tabhun 1978 tentang
Susunan Oroanisasi dan Tata Kerja Madrasah Ihiidaiyan
Megert;

10, Keputusan Menteri Agama Momor 18§ Tahun 13978 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah
Megeri ;

11, Keputusan Menteri Agama Momor 17 Tahun 13978 tentang
Susunan Organisasi danh Tata Kerja Madrasah Aliyah
Megeri.

: Persetujuan Menteri Megara Pendayagunaan Aparatur HNegara

dengan Surat Momor @ B-112/1/1997 tanggal 29 Januari 1897.

MEMUTUS KAN

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK TNDONESIA TENTANG PEMBU-

KAAN DAM PEMEGERTAN MADRASAH.

- Membuka dan menagarikan madrasah sebagaimana  tercantum

dalam lampiran T dan 11 Keputusan ini.

¢ Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata

kerja Madrasah Ihtidaiyah Megeri diatur sesuai ketentuan
FPasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Momar 15 Tahun 18378,

. Kedudukan, tugas, fungsi, susunan otrganisasi, dan tata

kerja Madrasah Tsanawiyah Megeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Momor 16 Tahun 1978,

: Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, fdan tata

keria Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal
| eampai dongan PPasal 9 Eeputusan Mentbori Agama Feawva 17
Tahun 1978,

: Ketentuan lebibh lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan

Keputusan ini  diatur oleh Direktur Jenderal Pemhinaan
Kelembagaan Agama Islam.

: Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah 1btidaiyah

Megeri bertambah dari 1075 (seribu dua puluh Tima) menjadi
1435 (=aribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madra-
sah Tsanawivah Neaeri bertambah dari 853 (delapan ratus
lima pulub tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh
satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Megeri bertambah dari
457 (empat ratus lima pulubh tujuh) menjadi 554 {lima ratus
lima puluh empat) madrasah.
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Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997
MENTERI AGAMA REPUBLIK IMDONWESIA
. —
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FMIZI TAHER L
Tembusan
1. Menko Kesra: e
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Megeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan

oW

1.
12.
13.

14.
15.

Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;

. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga

1slam/Ingpektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga

Islam/Kapusdiklat Pogawai;

Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/
Setingkat di seluruh Indonesia;

Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di
seluruh Indonesia;

Kantor Perbendaharaan dan- Kas Negara di seluruh Indonesia;
Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
Yanhg barsangkutan untuk diketahui.
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